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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pegawai yang bekerja pada 

instansi pemerintah yang diberikan tugas dan gaji sesuai dengan jabatan 

yang melekat padanya. Fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan 

publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dengan 

fungsi tersebut, ASN dituntut yang mempunyai integritas, kompetensi, dan 

etika yang baik untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima. 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, yang mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil 

Negara (ASN), pasal 64 ayat 1, bahwa masa percobaan Calon Pegawal 

Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan selama 1(satu) tahun untuk memenuhi 

salah satu persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan UU ASN dimaksud agar 

menciptakan PNS yang memiliki nilai-nilai dasar yaitu akuntabilitas, 

nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA). 

Selain menciptakan PNS yang memiliki nilai ANEKA, CPNS juga diberi 

pengetahuan mengenai peran dan kedudukan ASN dalam NKRI yang 

terdiri dari manajemen ASN, pelayanan publik serta Whole of Government 

(WOG). Setelah memahami peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Nilai-

niiai tersebut nantinya akan diaktualisasikan ke dalam Iingkungan 

pekerjaan pada masing-masing unit kerja dengan membuat rencana 

aktualisasi. 



Berdasarkan Perka LAN Nomor 25 Tahun 2017 tentang pedoman 

penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 

Golongan II, setelah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dimaksud 

CPNS akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA pada setiap 

kegiatan dalam tugas jabatannya. 

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan 

dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan 

Sekretariat Jenderal, dukungan persidangan terhadap Rapat Pimpinan, 

Badan Musyawarah dan Tim DPR RI serta tata usaha tenaga ahil dan staf 

administrasi anggota DPR RI, yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro. 

Jabatan pengelola data mempunyai tugas lain yang diberikan oleh 

atasan, seperti memerikan pelayanan kepada Tenaga AhIi dan Staf 

Administrasi Anggota DPR RI apabila mengalami kesulitan. Contohnya 

saja dalam mendapatkan SK Pengangkatan, banyak Tenaga AhIi dan Staf 

Administrasi Anggota DPR RI yang mengalami kesulitan terkait lokasi 

Tenaga AhIi dan StafAdministrasi Anggota DPR RI yang berada di daerah 

pemilihan masing-masing sementara untuk mendapatkan SK 

Pengangkatan yang bersangkutan harus mengambilnya ke Sekretariat 

Fraksi masing-masing yang berada di Jakarta. Berdasarkan kondisi 

tersebut maka Penulis akan memberikan solusi melalui rancangan 

aktualisasi. 

2. Dasar Hukum 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (PNS); 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 
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12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawal Negeri Sipit; dan 

e. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tetah 

diubah terakhir derigan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan RakyatRepubtik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. 
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PROFIL ORGANISASI 

1. Gambaran Singkat Unit Kerja 

Biro Kesekretariatan Pimpinan mempunyai tugas menyelenggarakan 

dukungan kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan 

Sekretariat Jenderal, dukungan persidangan terhadap Rapat Pimpinan, 

Badan Musyawarah dan Tim DPR RI serta tata usaha tenaga ahli dan staf 

administrasi anggota DPR RI, yang dikepalai oleh seorang Kepala Biro. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Kesekretariatan Pimpinan 

menyelenggarakan fungsi: 

Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Kesekretariatan 

Pimpinan; 

Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Kesekretariatan 

Pimpinan; 

Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro 

Kesekretariatan Pimpinan; 

Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di Iingkungan Biro Kesekretariatan Pimpinan; 

Penyiapan bahan perumusan 

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2018 tentang kedua atas Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

terjadi penambahan 1 (satu) unsur Pimpinan DPR RI yaitu Wakil Ketua 

DPR RI bidang Akuntabilitas Keuangan Negara, Kerumahtanggaan dan 
Hubungan Antar Lembaga (Korakerhal), maka struktur organisasi Biro 

Kesekretariatan Pimpinan mengalami penambahan unit kerja. Unit kerja 

dimaksud yaitu Bagian Sekretariat Wakil Ketua DPR RI Bidang 

4 
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Akuntabilitas Keuangan Negara, Kerumahtanggaan dan Hubungan Antar 

Lembaga (Korakerhal). 

Dengan adanya perubahan struktur tersebut, maka unit-unit kerja yang 

berada di bawah Biro Kesekretariatan Pimpinan, sebagal berikut: 

1. Bagian Sekretariat Ketua; terdiri dan 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) 

Kasubag. 

2. Bagian Sekretaniat Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan; terdiri 

dan 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag. 

3. Bagian Sekretaniat Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan; 

terdini dan 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag. 

4. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan; terdiri 

dan 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag. 

5. Bagian Sekretaniat Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat; terdiri 

dan 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag. 

6. Bagian Sekretariat Wakil Ketua Bidang Akuntabilitas Keuangan 

Negara, Kerumahtanggaan, dan Hubungan Antar Lembaga; terdini dan 

1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag. 

7. Bagian Sekretariat Badan Musyawarah; terdiri dan 1 (satu) Kabag dan 

2 (dua) Kasubag. 

8. Bagian Sekretaniat Musyawarah Pimpinan; terdiri dan 1 (satu) Kabag 

dan 2 (dua) Kasubag. 

9. Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Jenderal; terdini dan I (satu) 

Kabag dan 3 (tiga) Kasubag. 

10. Bagian Tata Usaha Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR; 

terdiri dan 1 (satu) Kabag dan 2 (dua) Kasubag. 

Struktur Organisasi Biro Kesekretaniatan Pimpinan berdasarkan 

Penaturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kenja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 



RI sebagaimana terakhir diuban dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut. 

Deputi Bidang Persidana2j 

Biro Kesekretariatan 
Pi mpi nan 

I Set. Ketua dan 	I I 	Bagian 
BagianTU 	ftBaSIanTUTA dan 1 [1 

Bagian.Bagianji 

I  

Musyawarah 	Bagian Set. Bamusi 

	
Pimpinan Setienj  SA 	

j 
I Wakil Wakil Ketua 	

Pimpinan 
DPR 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Biro Kesekretariatan Pimpinan 

2. Visi dan Misi Unit Kerja 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta 

pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pemberian dukungan 

terhadap 3 fungsi DPR (legislasi, anggaran, pengawasan), program kerja 

Biro Kesekretariatan Pimpinan men'acu pada Rencana Strategis Deputi 

Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2014-2019 

sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta 

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program 

dan kegiatan Biro dalam pencapaian visi, misi, serta tujuan yang ingin 

dicapai. 

A. Visi 

Rumusan vlsi dan misi Biro Kesekretariatan Pimpinan mengacu 

pada vlsi dan misi Deputi Persidangan, dengan fokus pada Tupoksi 

yang telah ditetapkan, yaftu menyelenggarakan dukungan 

Kesekretariatan kepada Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat 

Jenderal DPR RI, Dukungan Persidangan kepada Badan Musyawarah 
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dan Tim Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta Tata 

Usaha Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, maka Visi 

Biro Kesekretariatan Pimpinan ditetapkan sebagai berikut: 

"Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kesekretariatan 

kepada Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sekretariat Jenderal serta 

dukungan persidangan kepada Badan Musyawarah secara 

profesional, transparan dan akuntabel". 

B. Misi 

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Biro Kesekretariatan 

Pimpinan, yaitu: 

Meningkatkan 	kualitas 	dukungan 	tata 	usaha 	dan 

kerumahtanggaan Pimpinan Dewan; 

Meningkatkan kualitas dukungan kegiatan Rapat Pimpinan, 

Rapat/Pertemuan Konsultasi, Rapat Koordinasi, dan Rapat Bamus 

yang optimal; dan 

Meningkatkan kualitas dukungan tata usaha, rapat-rapat dan 

kerumahtanggaan Pimpinan Sekretariat Jenderal. 

3. Tugas Jabatan Pengelola Data 

Berdasarkan PERMENPAN Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, tugas jabatan pengelola data yaitu melakukan 

kegiatan pengelolaan data dan penyusunan laporan untuk disajikan 

kepada pimpinan. 

Sementara berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai yang disusun di 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, tugas jabatan pengelola 

data adalah sebagai berikut. 

A. Menyusun usulan revisi anggaran; 



Mengumpulkan bahan data dan informasi; dan 

C. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan. 
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RANCANGAN AKTUALISASI 

1. Identifikasi Isu 

Selama kurang Iebih 6 bulan bekerja di Bagian Tata Usaha Tenaga 

AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, Penulis menemukan tiga isu 

yang sekiranya menghambat kinerja pelayanan di Bagian Tata Usaha 

Tenaga AhIi dan StafAdministrasi Anggota DPR RI, yaitu sebagai berikut. 

A. Tidak ada pusat bantuan khusus bagi Tenaga AhIi dan/atau Staf 

Administrasi Anggota DPR RI yang mengalami kesulitan dan 

memerlukan bantuan 

Banyaknya Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI 

yang memerlukan bantuan misalnya dalam hal pengisian data di 

system informasi PPNPN, mengenal waktu pencetakan SK 

Pengangkatan, atau mengenai prosedur pergantian Tenaga AhIi 

maupun StafAdministrasi Anggota DPR RI. Ada beberapa Tenaga AhIi 

maupun Staf Administrasi Anggota DPR RI yang datang Iangsung ke 

Bagian Tata Usaha Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR 

RI sehingga yang bersangkutan mendapatkan jawaban Iangsung dan 

staf maupun atasan di Bagian Tata Usaha Tenaga AhIi dan Staf 

Administrasi Anggota DPR RI secara jelas. 

Yang menjadi permasalahan adalah Tenaga AhIi dan Staf 

Administrasi Anggota DPR RI yang menanyakan perihal tersebut 

melalui telepon ataupun melalui aplikasi chatting secara personal yang 

terkadang staf Bagian Tata Usaha Tenaga AhIi dan Staf Administrasi 

Anggota DPR RI yang menerima permasalahan tersebut tidak dapat 

mengatasinya. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Penulis 

memberikan solusi yaitu membuat Whatsapp customer se,vice yang 

10, 
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menggunakan nomor telepon kantor sehingga balk telepon maupun 

chat dari Tenaga Ahil maupun Stat Administrasi Anggota DPR RI akan 

masuk ke nomor tersebut dan tidak lagi menghubungi secara personal 

kepada stat di Bag Ian Tata Usaha Tenaga AhIi dan Stat Administrasi 

Anggota DPR RI. 

B. Tidak efektifnya pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga AhIi 

dan Staf Administrasi Anggota DPR RI 

Selama mi, pendisitribusian SK Pengangkatan Tenaga AhIi dan 

Stat Administrasi Anggota DPR RI dilakukan melalui sekretarian frak si  

masing-masingTenaga AhIi maupun Staf Administrasi Anggota DPR 

RI. Pencstnibusn dilakukan dengan membe1kan fotokopi SK 

Pengangkatan kepada Sekretariat Fraksi kemudian masing-masing 

Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI akan mengambil 

SK Pengangkatan tersebut di Sekretaniat Fraksi yang berada di 

Jakarta. 

Permasalahannya, lokasi Tenaga AhIi atau Staf Administrasi 

Anggota DPR RI yang berada di daerah pemilihan mempersulit 

mereka untuk memperoleh SK Pengangkatan. Selain itu, perlunya 

fotokopi SK Pengangkatan juga memperbanyak pekerjaan di Bagian 

Tata Usaha Tenaga AhIi dan Stat Administrasi DPR RI terutama 

apabila jumlah SK Pengangkatan yang terbit tersebut berjumlah 

banyak. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, Penulis 

memberikan solusi yaitu dengan mendistribusikan SK Pengangkatan 

tensebut melalul sistem informasi PPNPN yang dapat diakses oleh 

masing-masing Tenaga AhIi maupun Stat Administrasi Anggota DPR 

RI sehingga dapat mengurangi beban kerja di Bagman Tata Usaha 

Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI dan 

mempermudah Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI 

dalam mendapatkan SK Pengangkatan. 
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C. Pengarsipan surat masuk dan surat keluar masih secara 

konvensional 

Pengarsipan surat masuk maupun surat keluar di Bagian Tata 

Usaha Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI masih 

menggunakan metode konvensional yaitu dengan menyimpan arsip 

asli dan fotokopi di dalam map dan dikhasifikan berdasarkan jenis 

surat tersebut. Kelemahan dari sistem tersebut adalah sering terjadi 

kehilangan arsip surat masuk dan surat keluar. Selain itu sulitnya 

mencari arsip surat masuk dan surat keluar saat sedang dibutuhkan 

merupakan salah satu kendala Iainnya. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, Penuhis memiliki solusi yaltu 

dengan melakukan digitahisasi untuk surat masuk dan surat kehuar, 

dengan tujuan ketika suatu saat surat tersebut dibutuhkan dapat 

dengan mudah ditemukan. 

2. Penetapan Isu Utama 

Teknik yang digunaan untuk menganalisis penetapan isu adalah 

anahisis USG. Anahisis USC merupakan alat yang digunakan untuk 

menyusun urutan prioritas yang penting (urgency), serius (seriousness) 

dan berkembang untuk diselesaikan (growth). Isu yang memihiki total skor 

tertinggi merupakan isu prioritas. Untuk Iebih jelasnya, pengertian urgency, 

seriousness, dan growth dapat diuraikan sebagai berikut. 

Mendesakriya masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan 

dimensi waktu (Urgency); 

Penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, dapat menimbulkan 

masalah baru (Seriousness); dan 

Kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak disehesaikan 

(Growth). 
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Dengan menggunakan teknik analisis USC pada ketiga isu 

permasalahan, maka didapatkan hasil scoring (menggunakan skala 1-5) 

yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. Dari hasiltersebut, kemudian ditentukan 

isu yang akan diangkat dan dicari gagasan solusinya berdasarkan skor 

tertinggi. 

TtheI 	I Teknik AnIisis tISfl tintijk Mnnindntifikisi Isu 

:mz Isu U S G 	Tota l Rank 

Tidak 	ada 	pusat 	bantuan 	khusus 	bagi 3 3 3 9 3 

Tenaga 	AN 	dan/atau 	Staf 	Administrasi 

Anggota DPR RI yang mengalami kesulitan 

dan memerlukan bantuan. 

Tidak 	efektifnya 	pendistribusian 	SK 5 4 4 13 1 

Pengangkatan 	Tenaga 	Ahli 	dan 	Staf 

Administrasi Anggota DPR RI 

Pengarsipan surat masuk dan surat keluar 4 4 3 11 2 

masih secara konvensional 

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa isu kedua yaltu tidak efektifnya 

pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga AhIi dan Staf Administrasi 

Anggota DPR RI memiliki total skor terbesar, oleh karena itu isu tersebut 

dipilih. 

3. Gagasan Pemecahan Isu 

Untuk mengatasi isu yang telah dipilih tersebut, Penulis memutuskan 

untuk melakukan Pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga AhIi dan Staf 

Administrasi Anggota DPR RI dan kemudian mengunggahnya ke sistem 

informasi PPNPN. Output dari gagasan tersebut adalah Perubahan sistem 

distribusi SK Pengangkatan Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota 

DPR RI. Manfaat dari diterapkannya ide tersebut Tenaga AhIi dan Staf 
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Administrasi Anggota DPR RI tinggal mengunduh SK Pengangkatan di 

sistem informasi PPNPN tanpa harus mengambil secara Iangsung ke 

Sekretariat Fraksi di Jakarta dan mengurangi beban kerja di Bagian Tata 

Usaha Tenaga AN dan Staf Administrasi Anggota DPR RI karena tidak 

perlu melakukan fotokopi SK Pengangkatan Tenaga AhIi dan Staf 

Administrasi Anggota DPR RI dan meminimalisir tidak sampainya SK 

Pengangkatan tersebut karena hilang. 



4. Rancangan Aktualisasi 

Unit Kerja 	 : Bagian Tata Usaha Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI 

Identifikasi Isu 	 : 1. Tidak ada pusat bantuan khusus bagi Tenaga AhII dan/atau StafAdministrasi 

Anggota DPR RI yang mengalami kesulitan dan memerlukan bantuan. 

2.Tidak efektifnya pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga AhIi dan Staf 

Administrasi Anggota DPR RI 

3.Tidak adanya format surat rekomendasi pergantian Tenaga AhIi dan Staf 
Administrasi Anggota DPR RI 

Isu yang Diangkat 	: Tidak efektifnya pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga AhIl dan Staf 

Administrasi Anggota DPR RI 

Gagasan Pemecahan Isu 	: Pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga AhIi Dan Staf Administrasi melalui 

Sistem Informasi PPNPN 

14 



Tabel 3.2 Rancangan Kegiatan Aktualisasi 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan 	Kontribusi Terhadap Visi 

Substansi Mata 	Misi Organisasi 

Pelatihan 

Penguatan Nilai 

Organisasi 

1. Konsultasi - Mengusulkan - Proposal Komitmen mutu Terwujudnya Akuntabel 

perencanaan proposal rancangan Menyampaikan penyelenggaraan dukungan Transparan dalam setiap 

aktualisasi rancangan aktualisasi rencana aktualisasi kesekretariatan 	kepada tindakan dan perilaku 

aktualisasi 	yang - Catatan yang inovatif Pimpinan 	Dewan 	dan 

akan dilaksanakan konsultasi Pimpinan 	Sekretariat Profesional 

- 	 Konsultasi dengan (kartu kendall) Anti Korupsi Jenderal 	serta 	dukungan Bekerja 	sama 	dalam 

coach dan mentor - 	 Lembar Peduli terhadap persidangan kepada Badan menjalankan kegiatan 

mengenal rencana persetujuan permasalahan yang Musyawarah 	secara 

aktualisasi terjadi di unit kerja profesional, transparan dan Integritas 

- 	 Persetujuan akuntabel Bertutur 	kata 	dengan 

rencana aktualisasi Etika Publik sopan santun 

Melakukan Untuk 	mencapai 	vlsi 

konsultasi dengan tersebut, 	ditetapkan 	Misi Religius 

menerapkan 5S Biro 	Kesekretariatan Jujur 	 dalam 

(senyum, salam, Pimpinan, yaltu: melaksanakan 	setiap 

sapa, sopan, a. 	Meningkatkan 	kualitas kegiatan 

santun) dukungan 	tata 	usaha 

15 

15 
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Akuntabilitas dan 	kerumahtanggaan 

Persetujuan Pimpinan Dewan; 

rencana aktualisasi Meningkatkan 	kualitas 

menerapkan nilai dukungan 	kegiatan 

integritas Rapat 	Pimpinan, 

Rapat/Pertemuan 

Peran dan Konsultasi, 	Rapat 

Kedudukan ASN: Koordinasi, 	dan 	Rapat 

Whole of Bamus 	yang 	optimal; 

Government dan 

Meningkatkan 	kualitas 

2. Koordinasi - 	 melakukan - Catatan Etika Pubhk dukungan 	tata 	usaha, 

dengan konsultasi 	dengan konsultasi Melakukan rapat-rapat 	dan 

bagian/bidang pimpinan dan staf - Kesimpulan konsultasi dengan kerumahtanggaafl 

yang di Bag. TU TA dan rapat menerapkan 5S Pimpinan 	Sekretariat 

berkepentingan SAA 	mengenai koordinasi (senyum, salam, Jenderal. 

rencana aktualisasi sapa, sopan, 

santun) 

- 	 melakukan 	rapat 

koordinasi 	antara Nasionalisme 

Bag. TU TA dan Melakukan kerja 

SAA dengan BDTI sama dengan BOTI 
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Komitmen Mutu 

efektif dan efisien 

karena ide dapat 

tersampaikan tanpa 

harus mengadakan 

pertemuan 

tersendiri dengan 

BDTI 

Peran dan 

Kedudukari ASN: 

Whole of 

Government 

3 Pengunggahan - 	 Mengumpulkan SK - 	 Daftar SK Akuntabilitas 

SK Pengangkatan Pengangkat Bertanggung jawab 

Pengangkatan yang 	akan an dalam melakukan 

didistribusikan - 	 Softfile SK upbad SK 

Melakukan 	scan Pengangkat Pengangkatan ke 

SK Pengangkatan an masing-masing 

yang 	akan - 	 Softflle SK akun TA dan SAA 

didistribusikan Pengangkat 

an Komitmen Mutu 



ii;] 

Melakukan 	upload Efektif, efisien, dan 

SK Pengangkatan inovatif dalam 

ke sistem informasi mengklasifikasikan 

PPNPN scan SK 

Pengangkatan 

Anti koru psi 

Bekerja keras 

dalam mengklasifi 

dan men-scan SK 

Pengangkatan 

Nasionalisme 

Bekerja sama 

dengan staf dalam 

melakukan 

kiasifikasi dan scan 

SK Pengangkatan 

Etika publik 

SK Pengangkatan 

yang diupload yang 

bersifat rahasia 
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tidak disebarkan 

selain ke yang 

bersangkutan 

Peran 	dan 

Kedudukan ASN: 

Pelayanan Publik 

4. Sosialisasi - 	 Melakukan - 	 Surat Etika Publik: 

pendistribusian koordinasi dengan Pemberitahu Menerapkan 	5s 

SK Kesekretariatan an (senyum, 	salam, 

Pengangkatan Pimpinan 	Fraksi sapa, 	sopan, 

melalui 	sistem dalam 	melakukan santun) 	dalam 

informasi sosialisasi 	kepada mensosialisasikan 

PPNPN Tenaga 	AhIi 	dan kegiatan 

Staf 	Administrasi 

Anggota DPR RI Peran 	dan 

Kedudukan ASN: 

Whole 	 of 

Goverment 



PELAKSANAAN AKTUALISASI 

1. Capaian Aktualisasi 

ThI 4 1 ThI Cnaian Aktualisasi 
No Kegiatan Tahapan Kegiatan 	I Waktu 

Pelaksanaan 

Bukti Fisik 

Konsultasi - 	 Mengusulkan Proposal 

Perencanaan proposal rancangan 

Aktualisasi rancangan aktualisasi 

aktualisasi 	yang Catatan 

akan konsultasi 

dilaksanakan Lembar 

- 	 Konsultasi persetujuan 
1-4 Oktober 

dengan 	coach 
2019 

dan 	mentor 

mengenai 

rencana 

aktualisasi 

- 	 Persetujuan 

rencana 

aktua Ii sasi 

20 
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2 Koordinasi - melakukan Catatan 

dengan konsultasi 
konsultasi 
Kesimpulan 

bagiari/bidang dengan rapat 
yang pimpinan dan koordinasi 

berkepentingan staf di Bag. TU 

TA dan SM 
7-18Oktober 

mengenai 
2019 

rencana 

a ktua lisasi 

- melakukan rapat 

koordi nasi 

antara Bag. TU 

TA dan SM 

dengan BDTI 

3 Pengunggahan - Mengumpulkari - 	 Daftar SK 

SK SK Pengangkatan 

Pengangkatan Pengangkatan yang akan 

yang 	akan diterbitkan 

didistribusikan - 	 Soft/lIe 5K 

- Melakukan scan Pengangkatan 

SK - 	 SoftflIeSK 

Pengangkatan 22-31 Pengangkatan 

yang 	akan Oktober 2019 

didistribusikan 

- Melakukan 

upload 	SK 

Pengangkatan 

ke 	sistem 

informasi 

PPNPN 
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4 Sosialisasi - Melakukan - 	 Surat 

pen distribusian koordinasi Pemberitahuan 

SK dengan 

Pengangkatan Kesekretariatan 

melalui sistem Pimpinan 	Fraksi 1-8 

informasi dalam melakukan November 

PPNPN sosialisasi 2019 

kepada 	Tenaga 

AhIl 	dan 	Staf 

Administrasi 

Anggota DPR RI 

2. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 

A. Kegiatan 1: Konsultasi perencanaan aktualisasi 

Dalam keg atan 1 mi terdapat 3 tahapan keg latan yaitu: 

1) Tahapan Kegiatan 1: Mengusulkan proposal rancangan 

aktualisasi yang akan dilaksanakan 

Proses pelaksanaan aktualisasi ini dimulai dengan membuat 

proposal rancangan aktualisasi berjudul "Pendistribusian SK 

Pengangkatan Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI 

melalui Sistem Informasi PPNPN" yang diperoleh Penulis dari isu-

isu yang didapatkan selama bekerja kurang Iebih 6 bulan di Bagian 

Tata Usaha Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota. 

a) Output 

Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 1 ini yaltu 

proposal rancangan aktualisasi. 



OK 
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Gambar 4 1 Proposal rancangan aktualisasi 

b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nitai ANEKA 

Tahapan kegiatan mi menerapkan nilai dasar ANEKA antara 

lain: 

- Komitmen Mutu yaitu membuat proposal rancangan 

aktualisasi yang inovatif. 

- Anti Korupsi yaitu dengan peduli terhadap permasalahan 

yang terjadi di unit kerja yang perlu segera ditangani. 

23 
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2) Tahapan Kegiatan 2: Konsultasi dengan coach dan mentor 

mengenai rencana aktualisasi 

Penulis melakukan konsultasi dengan mentor terlebih dahulu 

karena mentor Iebih paham dengan isu yang terjadi di Bagian Tata 

Usaha Tenaga Ahil dan Staf Administrasi Anggota. Mentor 

memberikan saran dan arahan, dari tiga isu yang diperoleh Penulis 

kiranya mana yang lebih perlu dilakukan perbaikan di Bagian Tata 

Usaha Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota. 

Gambar 4.2 Konsultasi dengan mntor 

Setelah mendapatkan masukan dari r3ntor, Penulis 

kemudian melakukan konsultasi dengan coach agar rancangan 

aktualisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan 

dan memberikan masukan atas kendala-kendala yang kiranya 

akan terjadi selama proses pelaksanaan aktualisasi. 
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OR 	
111111"" ~ ®R NEW F 

ON 

ORP"M 
A 	4 

-- 	 . 

- t 
Gambar 4.3 Konsultasi dengan coach 

Output 

Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 2 mi yaitu 

proposal rancangan catatan konsultasi (kartu kendall). 

Gambar 44 Kartu kendall 

Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA 

Tahapan kegiatan mi merupakan penerapan nilam ANEKA yaitu 

Etika Publik yaitu saat melakukan konsultasi dengan mentor 



dan coach, Penulis menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, 

sopan, santun). 

3) Tahapan Kegiatan 3: Persetujuan rencana aktualisasi 

Melalui tahapan konsultasi, Penulis pun diberikan persetujuan 

oleh mentor dan coach untuk membuat rancangan aktualisasi 

dim a ksu d. 

Output 

Output yang dihasilkan ddri tahapan kegiatan 3 yaitu lembar 

persetujuan. 

FCRMUiJR PEHRTU..UflU COACH 
POOH OflOop RAOCAICAp4flçTUflUSoai 

i.NnP.,n 

a 	 Bag tUTCdSAA 

r 
SH ISH[?H PP,0 

a OWH.O* 	 1_Lflo* TO IA 

.0 

— n --- --  - 

Gambar 4.5 Lembar persetujuan 

Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA 

Tahapan 	kegiatan mi 	merupakan penerapan nilai 

Akuntabilitas yaitu persetujuan rancangan aktualisasi 

menerapkan nilal integritas. 

Pada kegiatan 1, peran dan kedudukan ASN yang diterapkan 

adalah Whole of goverment yaitu melakukan kerjas sama dengan 

mentor dan coach dalam melaksanakan kegiatan rancangan 

a ktua lisa s I. 
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B. Kegiatan 2: Koordinasi dengan BidangiBagian yang 

berkepentingan 

Dalam kegiatan 2 mi terdapat 2 tahapan kegiatan yaitu: 

1) Tahapan Kegiatan 1: melakukan konsultasi dengan pimpinan dan 

staf di Bag. TU TA dan SAA mengenai rencana aktualisasi 

Penulis melakukan konsultasi dengan Kepala Bagian Tata 

Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota mengenai 

rancangan aktualisasi dan meminta persetujuan yang 

bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan meminta 

izin untuk dapat disarr,paika;i gagasan tersebut saat diadakan 

rapat antara Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi 

Anggota dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi. 

Gambar4.6 Konsultasi dengan Kabag. TU TA dan SAA 

Kemudian, Penulis melakukan konsultasi dengan staf lain di 

Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota 

mengenai rancangan aktualisasi. Penulis meminta staf lain untuk 

memberikan masukan dan saran mengenai rancangan aktualisasi 



dan mendapatkan saran yaitu untuk tidak hanya mengunggah SK 

Pengangkatan Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI 

Periode Keanggotaan 201 9-2024 namun juga meng-upload SK 

Pengangkatan Tenaga Ahli dan StafAdministrasi Anggota DPR RI 

periode sebelumnya untuk digunakan sebagai arsip digital. Selain 

itu pada saat berkonsultasi dengan staf Bagian Tata Usaha 

Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota, Penulis disarankan 

untuk mencatat hal-hal apa saja yang perlu disampaikan pada saat 

akan dilaksanakan rapat koordinasi antara Bagian Tata Usaha 

Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota dengan Bidang Data 

dan Teknologi Informasi. Hal-hal yang akan Penulis sampaikan 

diantaranya: 

- SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan StafAdministrasi Anggota 

DPR RI akan diunggah ke masing-masing akun PPNPN yang 

bersangkutan. 

- Format SK Pengangkatan yang diunggah apakah harus JPG, 

RTF, PDF, atau lainnya. 

Gambar47 Ko.siasi dengan stafBagian TU TAdan SAA 
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Output 

Output yang dihasilkan clari tahapan kegiatan 1 yaitu catatan 

konsultasi. 

- K 

- 	c 

- 

Gambar 4.8 catatan konsultasi 

Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA 

Tahapan kegiatan mi merupakan penerapan nilal Etika Publik 

yaitu saat melakukan konsultasi dengan staf di Bagian Tata 

Usaha Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota Penujis 

menerapkan SS (senyuri, salam, sapa, sopan, santun). 
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2) Tahapan Kegiatan 2: Mengikuti rapat koordinasi antara Bagian TU 

TA dan SM dengan BDTI 

Bagian Tata Usaha I enaga ArIll can 	tai i-aminisi.rs' 

melakukan rapat koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi 

Informasi dengan acara 'Pembahasan Upload Berkas di Sistem 

Informasi ppnpn.dpr.go.id " dan keinginan I-enuIis untuk 

ditambahkannya tempat khusus di sistem informasi PPNPN untuk 

mengunggah SK Pengangkatan Tenaga AhIi dan Staf Administrasi 

Anggota DPR RI telah tersampaikan pada saat rapat tersebut dan 

format SK Pengangkatan yang akan diunggah telah ditentukan 

yaltu berformat POF. 

- 
Gambar 4.9 Mengikuti kegiatan rapat Bag. TU TA & SAA dengan BDTI 
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a) Output 

Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 2 yaitu 

kesimpulan hasil rapat koordinasi. 

Gambar 4.10 Kesimpulan rapat koordinasi (aoa di dalam laporan singkat) 

b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA 

Tahapan kegiatan mi merupakan penerapan nilai ANEKA 

antara lain: 

Etika Publik yaitu saat menyampaikan gagasan di dalam 

rapat antara Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf 

Administrasi Anggota DPR RI dengan Bidang Data dan 

Teknologi lnformasi, Penulis menerapkan 5S (senyum, 

salam, sapa, sopan, santun). 

- 	komitmen mutu yaitu efektif dan efisien karena ide dapat 

tersampaikan tanpa harus mengadakan pertemuan 

tersendiri dengan Pranata Komputer Bidang Data dan 

Teknologi Inforrnasi. 

- Nasionalisme yaitu dalam melakukan kerja sama dengan 

Bidang/Bagian lain. 



Pada kegiatan 2, peran dan kedudukan ASN yang diterapkan 

Whole of Government karena kegiatan tersebut memerlukan kerja 

sama antar unit. 

C. Kegiatan 3: Pengunggahan SK Pengangkatan 

Dalam kegiatan 3 ini terdapat 3 tahapan kegiatan yaitu: 

1) Tahapan Kegiatan 1: Mengumpulkan SK Pengangkatan yang 

akan didistribusikan 

SK Pengangkatan Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota 

DPR RI yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR 

RI dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai Anggota DPR RI 

masing-masing, khusus untuk SK Pengangkatan Tenaga AhIi dan 

Staf Administrasi Anggota sebelum Periode Keanggotaan 2019-

2024 sudah dikelompokkan berdasarkan bulan penetapan SK. SK 

Pengangkatan pun dibuatkan daftar menggunakan Microsoft 

Office Excel. 

PAS Of 

/ 	

- 	 ) 

4 /4 	if 
/ 

Gambar 4.11 Mengumpulkan SK Pengangkatan 
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Output 

Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 1 yaltu daftar SK 

Pengangkatari. 

- 

Gambar 4.12 Daftar SK Pengangkatan 

Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA 

Tahapan kegiatan mi merupakan penerapan nilai ANEKA 

antara lain: 

- 	komitmen mutu yaitu efektif dan efisien dalam 

mengelompokkan SK Pengangkatan. 

- Anti 	korupso 	yaltu 	bekerja 	keras 	dalam 

mengkelompokkan SK Pengangkatan yang jumlahnya 

lebih dari 4000 SK. 

- Nasionalisme yaitu bekerja sama dengan staf Bagian 

Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota 

dalam melakukan pengelompokkan SK Pengangkatan. 

2) Tahapan Kegiatan 2: Melakukan scan SK Pengangkatan yang 

akan didistribusikan 

SK Pengangkatan Tenag'. Ahli dan StafAdministrasi Anggota 

DPR RI kemudian di-scan lalu SK Pengangkatan hasil scan 
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(softfile SK Pengangkatan) dikiasifikasikan sesuai tahun dan bulan 

penetapan SK. Kemudian softfi/e SK Pengangkatan diberi nama 

dengan format: NAMA TA/SAA (TAP TAAJSAA F-NAMA FRAKSI 

A-NOMOR ANGGOTA BULAN DAN TAHUN PENETAPAN). 

/ \ 
\ 4'  

Gambar 4.13 Scan SK Pengangkatan 

a) Output 

Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 2 yaltu softfile 

SK Pengangkatan Tenaga Ahil dan StafAdministrasi Anggota. 
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Gambar 4.14 softfile SK Pengangkatan 

b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA 

Tahapan kegiatan mi merupakan penerapan nilal ANEKA 

antara lain: 

- komitmen mutu yaltu efektif dan efisien dalam 

mengklasifikasikan SK Pengangkatan. 

- Anti korupsi yaitu bekerja keras dalam melakukan scan 

SK Pengangkatan Tenaga AhIl dan Staf Administrasi 

Anggota yang berjumlah Iebih dari 4000 SK. 

- Nasionalisme yaitu bekerja sama dengan staf Bagian 

Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota 

dalam melakukan scan SK Pengangkatan. 

3) Tahapan Kegiatan 3: Melakukan upload SK Pengangkatan ke 

sistem informasi PPNPN 

Softf/Ie SK Pengangkatan kemudian di-upload ke masing-

masing akun PPNPN Tenaga AhIl dan Staf Administrasi Anggota 

DPR RI. 
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• 
Gambar 4.15 Proses Pengunggahan SK Pengangkatan 

a) Output 

Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 3 yaitu softfile 

SK Pengangkatan yang telah di-upload ke masing-masing 

akun PPNPN Tenaga AhIi dan Stat Administrasi Anggota DPR 

RI. 

Ppnpn.Dpr.Go.Id 

SuteAfl Sd Po,etapdn Jlunduh dad cicotak. ctonpet doddt, doost d±pMot&O pada 
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Gambar 4.16 SK Pengangkatan yang telah di-upload 
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b) Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilai ANEKA 

Tahapan kegiatan mi merupakan penerapan nilal ANEKA 

antara lain: 

- akuntabilitas yaitu bertanggung jawab dalam melakukan 

upload SK Pengarigkatan ke masing-masing akun PPNPN 

Tenaga AhIi dan StafAdministrasi Anggota DPR RI. 

- 	etika publik yaltu memastikan agar berkas/file yang 

sifatnya rahasia tidak tersebar ke pihak yang tidak 

berkepentingan. 

Pada kegiatan 3, peran dan kedudukan ASN yang diterapkan 

Pelayanan Publik karena pengunggahan SK Pengarigkatan ke 

masing-masing akun PPNPN Tenaga AhIi dan Staf Administrasi 

Anggota DFR RI dapat mempermudah yang bersangkutan dalam 

memperoleh SK Pengangkatan. 

D. Kegiatan 4: Sosialisasi pendistribusian SK Pengangkatan melalui 

sistem informasi PPNPN 

Dalam kegiatan 4 mi terdapat 1 tahapan kegiatan yaitu: 

1) Tahapan 	Kegiatan 	1: 	Melakukan 	koordinasi 	dengan 

Kesekretariatan Pimpinan Fraksi dalam melakukan sosialisasi 

kepada Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI 



Gambar 4.17 Sosialisasi pendistribusian SK Pengangkatan 

Pada tahapan kegiatan ml Penulis membuat surat 

pemberitahuan yang ditanda tangani Kepala Bagian Tata Usaha 

Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI mengenai 

perubahan sistem distribusi SK Pengangkatan Tenaga AhIi dan 

Staf Administrasi Anggota DPR RI bahwa SK Pengangkatan tidak 

didistribusikan melalul Kesekretarian Fraksi dan akan diunggah ke 

masing-masing akun PPNPN Tenaga Ahil dan Staf Administrasi 

Anggota. Surat pemberitahuan tersebut ditujukan ke Sekretariat 

Fraksi agar fraksi dapat meneruskan pemberitahuan mengenai 

perubahan sistem distribusi SK Pengangkatan tersebut kepada 

Tenaga AhIl dan Staf Administrasi Anggota DPR RI masing-

masing. Selain itu Penulis juga melakukan pemberitahuan secara 

informal melalui grup whatsapp antara Bagian Tata Usaha Tenaga 

Ahil dan Staf Administrasi dengan Kesekretriatan Fraksi. 
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Output 

Output yang dihasilkan dari tahapan kegiatan 4 yaitu Surat 

Pemberitahuan. 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN 8ADAN KEANLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
)LN JOIOCEPAL 90301 6099070 JA0001AA005 070010273 

SOLO 0011  5735  319 OAK III 373542335719925. 49588450 

00o42 	 227'SEEN 0834605846 93SF 5341,5019 	 73957 	 793197 

P3.thr 

P..979 	 70184 W70 

18. 

Kop..4 Poo31So S ko.3139.l 0774099 

OPR RI 

6599714 ..994719034084119'?SIS60734A7OI-2r."7A39 01,0093!27t4flt4'fltA'fl91L 

307660 P.70005.16530084.05107842435.49 39th3SMk5 73008393484793.7399079,5.192773313 

dsngfl3 .3 5.773.7.8409 07574170 727* 1n 225930 5142 837990035 277184.34  3843 

363 007  

S72u5379.93 9369.7 hod flits;. 0937 71915319904& 3.77337 800.09.5514 Sopor 

7184,230 50799r49Omfl roir309ll 475994 193993 789 9841 SIR 7449000*9 36gole 99961 

3.49751033 ...S 

3m9.o;p€0771*5hl21 ,pqRanapya 9111 ,*,Or .73,8919.07 

649,6 0.g;,3 10; 18005 SM, 

.7. 

4.18 Surat Pemberitahuan 

Keterkaitan tahapan kegiatan dengan nilal ANEKA 

Tahapan kegiatan ml merupakan penerapan nilai etika publik 

yaltu dalam menyampaikan pemberitahuan Penulis 

menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun). 

Pada kegiatan 3, peran dan kedudukan ASN yang diterapkan 

adalah Whole of Government karena berkoordinasi dengan para 

pengatur kesekretariatan pimpinan fraksi dalam menyampaikan 

perubahan sistem distribusi 5K Pengangkatan kepada Tenaga 

AhIi dan Staf Administrasi Anggota. 



3. Matriks Jadwal Kegiatan 
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ThI 4 7 .Ir1wI PIksnn Kealatan Aktualisasi 

KEGIATAN 
pKToER_ 

12345 

Konsultasi perencanaan aktualisasi 

Berkoordinasi dengan Bagian/Bidang yang 
berkepentingan 

Pengunggahan SK Pengangkatan 

Sosialisasi pendistribusian SK 
Pengangkatan melalui sistem informasi 
PPNPN 

NOVEMBER 

1 

4. Kendala yang Dihadapi pada Saat Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 

Rada saat melaksanakan kegiatan aktualisasi, Bagian di unit kerja 

Penulis berbarengan dengan proses rekrutmen Tenaga AhIi dan Staf 

Administrasi Anggota DPR RI Periode Keanggotaan 2019-2024 dengan 

jumlah Tenaga AhIi Anggota dan Staf Administrasi Anggota sebanyak 

4025 orang, Tenaga AhIi Fraksi sebanyak 246 orang, Tenaga Ahil Alat 

Kelengkapan Dewan sebanyak 175 orang, dan Staf Khusus sebanyak 11 

orang yang menyita sebagian besar waktu Penulis selama kegiatan 

aktualisasi karena Penulis harus bekerja di luar jam kerja bahkan bekerja 

di hari libur sehingga pengerjaan kegiatan aktualisasi terhambat. 



: :j 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Pelaksanaan aktualisasi meliputi beberapa kegiatan dan setiap 
kegiatan terdiri atas beberapa tahapan kegiatan. Adapun kegiatan 

aktualisasi Penulis terdiri dan 4 (empat) kegiatan mulai dari pengajuan 

proposal rancangan aktualisasi sampai kegiatan sosialisasi perubahan 

sistem pendistribusian SK Pengangkatan Tenaga Ahli dan Staf 

Administrasi Anggota DPR RI. Selama periode aktualisasi off campus, 

Penulis mengalami kendala yang menghambat berjalannya kegiatan 

aktualisasi tersebut di antaranya karena berbarengan dengan proses 
rekrutmen Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI Periode 

Keanggotaan 2019-2024 yang jumlahnya lebih dari 4.000 orang sehingga 

hanya memiliki waktu yang terbatas dalam pengerjaan proses aktuaisasi. 

Output akhir yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan aktualisasi 

adalah perubahan sistem distribusi SK Pengangkatan Tenaga AhIl dan 
StafAdministrasi Anggota DPR RI yang semula melalui Sekretariat Fraksi 

berubah melalui sistem intormasi I-'I-NVN. fr'eruDanan sistern 

pendistribusian tersebut bertujuan untuk rnengurangi beban kerja di 
Bagian Tata Usaha Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota dan untuk 

meminimalisir terjadinya kehilangan SK yang sering terjadi sebelumnya. 
Selain itu diharapkan dengan mengunggah SK Pengangkatan ke masing-

masing akun PPNPN Tenaga AhIi maupun Staf Administrasi Anggota DPR 

RI dapat mempermudah yang bersangkutan dalam memperoleh SK 

tersebut. 

t 
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2. Saran 

Pemberitahuan melalui SMS Gateway atau melalui e-mail kepada 

Tenaga AhIi dan Staf Administrasi Anggota DPR RI apabila SK 

Pengangkatan telah diunggah perlu ditambahkan sehingga Tenaga AhIi 

dan Staf Administrasi Anggota DPR RI dapat mengetahui apabila SK 

Pengangkatan yang bersangkutan telah diunggah ke akun PPNPN. 
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LAMPIRAN 
Surat Undangan Rapat Koordinasi 

A SEKRETARIAT 

 

 JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPU8LIK INDONESIA 

TcLP 07 5'4• 	 1•5 	 J:pc1 

Nornor 	2 0 H8E1JEN HN NK OPR NUSP 01700 	JaO 03 Oktober 2010 
Sitai 	Penting 
Larnoiran 
Hal 	Undangar Rapat Koocdinasr 

Yth, 
Fariza Ernra, S.T., MSc. 
Airlangga Eka Wardhana SKom,. M.T.I. 
Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc. 
Riza Kurniawan. Skom., M.T. 

J a k a r t a 

Bersarna i m denqan hormat, kam menur.ndang Saudara urituk horr 

peda Rapat Kuordinasi yang akan d1lksr1akan pada 

HardTangal 	Senin, 07 Oktoher 2012 
Waktu 	Pkul 00.00 V/lB - 
Tempat 	Ruang TU IA dan SM 

Acara 	Membahas upload berkas rk Sistem lntorniasr 
ppnpn dpr gold 

Mengingat pentingriya acara dmaksud, kamo rnuhnn LIntUK hadrr tepat 

pada waldunya 

DenSkian aUra perhatian dan kehadirannya, karni ucapkan terima kasin 

Kataq TU TA dan SM 

- 

EMM 
NIP. 196402171993022001 

Tenibusan 
I .Kabid Data dan Teknologi 



Daftar Hadir Rapat Koordinasi 

DAFTAR HADIR 
RAPAT KOORDINASI PEMOAHASAN UPLoAD OERKAS DI SISTEM INFORMASt 

PPNPN.DPR.GO ID 
HARI SENIN 07 OK109IER 2010 

NO 	 N A M A 	 JABA1AN 	 TANLA f/NGAN 

1 Sthastn RLJek S B M M 	 K 3ba3 FU TA d n SPt 	 -' 

2 Ra nim S So M'S1, 	 Kasubag T I SAA
1  

3 o ar 	
Kepala Sub B:cpan Tata ura 	/ 

4 N3valna 	
Penvu un San Jm 1strdI 	/ 

- 	 Pegawai TidaK Tcap 

5 M ill Iknwa ,en M 	d k S F 	
Penyuur Ba an Admin IaSI 

Hegawa i fidak fetap 	 / 

6 Endang Setia Purnama 	
Penyusun Bahan Adrn n istcas 

- 	Pegaia TdakTetap 	 - 

rlardaya 	 Pengelola Data 	 7 / 7 
3 Maca Sehat Slregaf, SAP 	 Ponyusun Bahan KebFakan 

9 Hdaya ullon S L 	 Peigelola Data 	 I - 
10 Astn Ashrtya Pristina Dewi . A. Md. 	Pengelola Data 

11 Rahmad Bayu Ath, A.Md, Ak 	 Pangelola Data 	 3 
-.,.-. ..................................... . 1..  

12 AsrulAsan - 	 - - Pengadmns 4ras Ijmurn 

13 Erdinal Hendradjaja, ST. M.Sc. 	Pranala Kornputer Muda 
- . - .................... ...... 

14 Faria Emca, S T. ,M.Sc 	 Pranata Komputr Madyn 

15 AIIanaEka Wardhan 	 I 	Pranaa Kompuler Mada 

16 Riaa Kurniawan. SKorn.,M.T 	 Prarlata Koruputer Muda 

1 
11 

15 



Contoh Softfile SK Pengangkatan 

SEKRETARIS ThNDERAL 
DEW%.N PER WAIULAN RAKYAT 

RET1.30 1K LNDONESIA 

KEPUTUSAN 
SEKRETARS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR :*SEKJEN/T.A,N201 S 

TENTANG 

PENETAPAN TENAGA AHU ANGGCTA 
DEWAN PERWAKLAN RAKYAT REPUBtJK INDONESiA 
MOMOR A-58 FRAKSI PARIAI KEBANGKITAN BANGSA 

SEKRETARIS .JENDERAL DEWAN PER WAKILAt$ RAXYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 	: 	 a. bahwa Sekretariai Jendecal Dewan Perwakian Rakyat Repubik indonesia telab 
menecima rekomenasi pengangkatan Teanga AtIi Anggota Dewan Perwakitan 
Rakyal RepubIlk Indonesia untuk Pe1ode Keanggotaan Tabun 2014-2019 dan 
LL i:.i 	 1 Anggota Dewan Perwakdan Rakyat 
Republik lndonesa Nornor Mfaksi -  

b. bahwa pengangkatafl Tenaa Ah Ariggota sebagrnana dirnaksud pada huruf 
a ditelapkan dengan Keutusan Sekretans Jenderai Dewan PerwakIan Rakyat 
Repubiik indonewa 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nrnor 17 Tahun 2314 tenlang Majelis Pemusyawacatan 
Rakyal, Dewan Penoakan Rakyat, Dewan Pemakdall DaeBh dan Dewan 
P&wakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara RepubUk tcdanesia TabUn 2014 
Nomor 182, Tambaban Lembaran Negara RepubUk indonesia Nomor 5568), 
sbagaimana ielah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Ufldan9 
Namer 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2018 Namer 
29, Tambahan Lernbaran Negara RepubIik tndunesia Nomor 61671, 

2, Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2018 tentang Mggaran Pendapatan dan 
Betanja Nagara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Nogara Republik Indonesra 
Tahun 2018 Namer 223, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Nomor 6263); 

3. Peraturan Parnedotah Werner 45 Tahun 2013 tentang Tala Gem Pelaksanaan 
Anggaran Penriapatan dan Belanja Niagara (Lembaran 	F4egata Repub9k 
ndanesia Tahun 2013 Namer 103, Tambahan Lentharan Niagara Republik 

Indonesia 	Warner 	5423) 	sebagaimana 	teiali 	diubah 	dengan 	Peraturan 
Pemerintab Namer 50 Tahun 2016 (Lernbaran Niagara Republik Indanesra 
Tahuri 2018 Namer 229 Tambahan Lembaran Nagara RepubN< indonesra 
Werner 6267), 



 Peraturan Presiden t4emor 27 Tehun 2015 tentang Sekretariat Jend&ai dan 
Badari Keahan Dewan Peiwaktan Rakyat Repubfik ir&vesia (Lernbaran 
Negara RepubUk indonesia Tahun 2015 Nomor 43); 

 Peraturan Dewan Perw&cilan Rekyat Repubhk Indonesia Nomoc 1 Tahun 2014 
tentang Tata Tertib (Berta Negara Repubk Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1607), sebagrnana t&ah beberapa kali diubah terakhr dengan Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia Nornor 2 Tahun 2018 (Belita 
Negara Repubk Indonesia Tahun 2018 Nomor 1752); 

 Peratijran Dewan Perwakflan Rakyat Repubtik Indonesia Nornor 3 Tahun 2014 
tentang PengeIolaan Tenaga Aii dan Stat Mministri Anggola Dewan 
Perwakan Rakyat Republik Indonesia (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 1946); 

 Peraturan Sekietarts JenderaI Dawan Perwakilan Rakyat Repubk Indonesia 
Nornor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tara Kerja Sekretahat Jenderat 
dan 	Badan 	Keahilan 	Dewan 	Petwakan 	Rakyat 	Repubtik 	Indonesia, 
sebagairnaila telah beberapa kali dtubah terakhir dengan dengan Peraturan 
Se4relaris Jenderai Dewan Perwakitan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 2018; 

Mernperhatikan 	1. Sural Mentei Keuangan Nornor S-203(MK,0212015 Tanggat 20 Mare( 2015 
Perihal Penetapan Indeks Honoranum Tenaga Ahit Dewan Perwakian Rakyat 
Republik Indonesia; 

2. Surat 	Direktur 	Jenderal 	Anggaran 	tenlang 	Surat 	Pengesahan 
Daftar Isian P&aksanaan Anggaran Petikan Tahun Mggaran 2019 Nomor: 
002 ,02.l.00103012019 tanggal 5 Desember 2018; 
Surat Rekornendasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Repubek indonesia 
tanggal 1 Jut 2019; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 	: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PRWAX1LAN RAKYAT 
REPiJBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TENAGA AHU ANGGOTA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLiK NOONESIA NOMOR A-58 FRAKS! 
PARTAI KEBANOKITAN BANGSA. 

PERTAMA 	Menetapkan Saudaa TI____jJjj. sebagai Tenaga Ani AnggOta 
Dewan Perwakiian Rakyat Repubtik Indonesia Nomor AFrasi - 

KEDUA 	 Tenaga Ah Anggota sebagaimana dmaksud pada Dikium PERTA1AA Keputusan inL 
mempunyai tugas: 

mendacnpingi Anggota dalarn rapat komisi atau aiat keiengkapan DPR dengan 
rnitra keja, kecuali dinyatakan tertutup; 
menyusun telaahan, ka)ian, anaksis bagi Anggota terkait isu yang betembang di 
daerah pemithan Anggota; 



3. menyusun telaah dan analisis berkaitan derigan furigsi DPR di bidang Iegislas, 

anggaran, dan pengawasan; 
4, monyiapkan bahan untuk keperluan kunjungan kerja Anggcta; 

rnendampingi Anggota dalam melaksanakan kunjungan keija ke daerah 

pemiiihan; 
membuat laporan hasIl kunjungan kerja den taporan pertanggungjawaban 

keuangan kunjungan kerja: 
menghinipun asprasi masyarakat untuk disampaikan kepada Mggota; 

mengkuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPR; 

9. membeilkan rnasukan kepada Anggota; dan 

10, metaporkan hasil peicksanean tugasnye kepada Anggota secara bericala. 

KETJGA 	: Masa kerja Tenaga Ahhi Anggota sebagaimana dimakaud pada Diktum PERTAMA 

Keputusan mi schema 1 (satu) Periode Keanggotaan Dewan Perwakian Rakyat 

Repubhik Indonesia Tahun 20142019 terhitung mulai tanggal I Juhi 2019 sampai 

dengan tanggal 30 September 2019. 

KEEMPAT 	Tenaga Ahhl Ariggota sebagaimana dirnaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ml 
berhenti apabila: 

rneninggah dunia; 
rnengundurkan din; atau 

diberhenbkan, jika 

tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atu berhatangan tetap 

sebagai Tenaga Ahli Anggota selama 1 (satu) butan berturutturut tanpa 

keterangan ape pun; 

melanggar ketentuan perundangundangan dan kode etik Tenaga Ahhi dan Stat 

Administrasi Anggota; 

merangkap menjadi Tenaga Ahti atau Stat Administrasi Anggota pada Anggota, 

Alal Ketengkapan Dewan, atau Fraksi ham; atau 

Aniggota yang barsangkutan meninggal dunia atau berhenti sebagai Anggota. 

KELIMA 	 Tenaga AN Anggota sebagaimana dimaksud pada Dikium PERTAMA Keputusan IN 

dievaluasi satiap tahun cich Anggota tewan Perwakilan Rakyat Repubhik Indonesia 

yang hersangkutan. 

KEENAM 	: Tenaga Ahhi Anggota yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DiktwTi 

PERTAMA Kepulusan inj diberikan honorarium setiap bulan yang pembayarannya 

berdasarkan Keputusan Sekretads Jenderal Dewan Pe'wakiIan Rakyat Repubhik 

tndonesia tentang Penggunaan Anggaran Pemberian Honorarium Kepada lenaga 

AhU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

KETUJUH 	Kepada Tenaga AN Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Repubhik Indonesia pada 

Diktum PERTAMA KEpJWsan mi diwejibkan menandatangani surat pemyatean 

sebagai Tenaga Ahli Angjota Dwan Perwakiban Rakyat Repubhik Indonesia Nomor 

IMI Fraksi 



KEDELAPAN 	Keputusan ml mulal berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila 

terjadi perubahan peraturan perundarig-undangan yang tarkait dengan Tenaga Ahfi 

Anggota dan terdapat kekeliruan dalam Keputusan ml akan diadakan perubahan 

berdasarkan peraturan perundang-undarigan yang beriaku. 

SALINAN Keputusan ml disampaikan 

PimpinariDPRRI; 
Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI; 

3, 	Pimpmnan Badan Aaggaran DPR RI: 

Ketue Badan Pemeriksa Keuangan RI; 

Menteri Keuangan Republik Indonesia; 

Anggota DPR RI yang bersangkutan; 

Kepata Badan Pen gawasan Keuarigan den Pembangunan: 

8, 	Direktur Jenderal Anggaran Kernenterian Keuangan RI; 

Kepala Badari Keahliari DPR RI: 

Pare Deputi dan Inspektur Utama di Iingkungari Sekrtanat Jenderal 

dan Badan Keahlian DPR RI; 
Direktur Jenderal Perbendaharean Kementerian Keuangan RI; 
Kepala Kantor Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Direktorat 

Jerideral Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI; 
Kepata Kantar Petayenan Perbendaharean Negara Jakarta VII; 

Kepala Biro'Kepata Pusat: Kesekretariatan Pimpirian, Kepegawaian 

den Organisasi, Kjlan Anggaran, Perencanaan dan Keuangan, 

Hukuni dan Pengaduan Masyarakat, Data den Inforniasi Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahllan DPR RI: 
Kepalc Bagian/Kepala Bidang : Hukum, Administrasi Keuangan, 

Evaluasi den Pelaporan. Tata Usaha Tenaga Ahli den Staf 
Administrasi Anggota DPR, Peralanan, Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Fraksi, kelp dan Museum Sekretariat Jenderat 

den Badan Keahtlan DPR RI: 



Bendahara Peng&uaran Satuan Kea DPR R; 

Pengatur Kesekretaiatan Pimpnan Fraksi Partal Kebangkitan 

Bangsa 

Yang bersangkutan unVk dipergunakan sepe1unya. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 1 JuU 2019 

SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA 
	

NOAR 
NIP. 196611141997031001 



Konsultasi dengan mentor di seta-sela kegiatan aktuatisasi 
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